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BAB II 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA-MENYEWA 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sewa Menyewa 

sewa-menyewa atau yang dikenal dengan ija>rah adalah perjanjian 

sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran 

sewa. Atau ija>rah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau 

upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran 

sewa atau imbalan jasa.
20

 Menurut Dr. Muhammad Syafi’i Antonio, ija>rah 

adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri.
21

  

Berangkat dari definisi di atas disimpulkan bahwa pada dasarnya 

ija>rah memiliki pengertian umum yaitu meliputi upah atas pemanfaatan 

suatu benda/ imbalan suatu kegiatan/ upah karena melakukan suatu aktivitas. 

Berdasarkan pada definisi di atas juga dapat disimpulkan bahwa sewa-

menyewa sebenarnya termasuk dalam jual beli, yakni penyewa membeli 

manfaat/ kerja. Sewa-menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan arti (  

الإجازة  ) yang arti menurut bahasanya adalah sewa.
22

 Al- ija>rah semakna 

dengan kira’ ( انكسأ    ) yang artinya sewa tanah.
23

 

                                                             
20

 Abdul Ghafur Anshari, Reksa Dana Syariah, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 25. 
21

 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta: Tazkiyah 

institut,  1999), hlm. 155. 
22

 Ahmad Warsun al Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, cet. XIV  (Surabaya: 

Pustaka Progresif, 1997).,91. 
23

 Ibid.,-1205. 
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Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan ija>rah yaitu suatu perjanjian 

tentang pemakaian dan pemungutan hasil/ manfaat suatu benda, binatang 

atau tenaga manusia.
24

 Menurut bahasa, ija>rah berarti upah, sewa, jasa, atau 

imbalan.
25

 Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, sewa adalah memberikan 

pinjaman sesuatu dengan memungut uang sewa.
26

 

Berangkat dari rumusan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

sewa-menyewa merupakan:  

- Suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan (pada umumnya 

pemilik barang) dengan pihak penyewa. 

- Pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada penyewa 

untuk sepenuhnya dinikmati. 

- Penikmatan berlangsung untuk jangka waktu tertentu dengan 

pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula. 

Berangkat dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah suatu perjanjian timbal balik 

yaitu memiliki/ mengambil suatu benda/pekerjaan dengan member imbalan.  

Dasar hukum sewa-menyewa adalah firman Allah QS. al-

Baqarah/2:233  yang artinya sebagai berikut: ‚Dan jika kamu ingin anakmu 

disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut ...‛ 

                                                             
24 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, ija>rah, Syirkah, cet. XI (Bandung al-

Mu’arif, 1997).,24. 
25

 Abdul Aziz, Dahlan dkk, Ensklipedi Hukum Islam Jilid 2, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 

2005).,660. 
26 W.J.S, Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).,937. 



24 

 

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam Hukum 

Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh 

menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan 

berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.
27

 

Selain itu Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayat oleh Imam 

Bukhari Muslim yang artinya sebagai berikut:  

Dalam pembahasan ilmu fiqih sewa dan upah disebut ija>rah, adapun 

sewa ialah imbalan atau ganti rugi manfaat yang diterima dari suatu barang 

milik pihak lain. Sewa disebut juga al- ija>rah al-‘ain yang berkaitan dengan 

benda atau barang yang jelas wujud dan manfaatnya, misalnya menyewa 

rumah, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan upah ialah imbalan bagi 

manfaat yang diterima dari jasa atau pekerjaan lain. Upah disebut juga ija>rah 

pengakuan yang berkaitan dengan memberikan jasa melalui pekerjaan atau 

keahliannya meskipun jasa tersebut tidak dirasakan secara langsung saat itu. 

 

B.  Rukun dan Syarat Sewa Menyewa 

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ija>rah adalah ijab dan qabul dari 

dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun 

ija>rah ada empat, yaitu
28

:  

1. ‘A>qid (ada orang yang berakad) 

Masing-masing dari muta’a>qida>n  harus memenuhi syarat yaitu: 

                                                             
27

 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),  Cet. I, 

hlm. 43.  
28 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, cet. 1. Edisi 1 (Jakarta Utara: PT Raja Grafindi Persada, 

1993).,29. 
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a. Harus ahli dalam menjalankan akad, tidak boleh gila atau orang yang 

hijr  (dilarang mengelola uangnya). 

b. Harus atas kehendaknya sendiri, karena kata-kata orang yang dipaksa 

itu tidak berpengaruh sama skali terhadap terjadinya akad atau 

pembatalan kontrak. 

2. Si>gh}at} akad  

 Secara etimologis perjanjian yang dalam Bahasa Arab diistilahkan 

dengan Mu’ahadzah Ittifa’, ‘aqad atau kontrak.
29

 Akad adalah suatu 

perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang 

menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyek. Akad adalah suatu 

perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang yang lain 

untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. 

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih 

mengikat diri pada yang lain. Akad sewa-menyewa adalah bentuk 

pernyataan antara kedua pihak dalam minindaklanjuti suatu perjanjian 

dengan memperjelas tata cara transaksi sewa-menyewa. Sigh}at} yang sah 

apabila terjadi dalam satu majlis, ijab dan qabul tidak ada pemisah.  

Ijab adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari pihak yang 

melakukan transaksi dan menunjukkan keinginan melakukan transaksi. 

Qabul adalah pernyataan terakhir keluar dari pihak kedua yang 

menunjukkan kerelaan menerima pernyataan pertama. Ijab dan qabul 

                                                             
29 Chairuman Passaribu, dkk, Hukum Perjanjian Dalam Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 1996).,1. 
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dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan 

pengertian atau berupa perbuatan yang menjadi kebiasaan ijab-qabul.30
 

Qabul harus sudah terlaksana sebelum terjadinya sesuatu yang 

mengarah kepada pembatalan akad. Hendaknya ijab dan qabul itu 

memakai kalimat yang biasa terpakai. 

3. ‘Ujrah (upah) 

 Yang dibuat akad yaitu: ada uang untuk membayar (upah) dan ada 

barang yang dimanfaatkan. 

Adapun syarat-syarat nya yaitu: 

a. Sudah jelas/ sudah diketahui jumlahnya. Karena ija>rah adalah akad 

timbal balik dan tidak sah dengan upah yang belum diketahui.  

b. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil 

uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji dari 

sewanya. 

c. Uang sewa harus diserahkan dengan penerimaan barang yang 

disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya 

juga harus lengkap. 

4. Manfaat  

syarat sahnya manfaat yang mengharuskan adanya upah yaitu: 

a. hendaknya manfaat itu bisa ditaksir atau dihargai seperti menyewa 

hewan untuk dinaiki, Atau menyewa rumah sebagai tempat tinggal. 

                                                             
30 Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, (Yogyakarta: Magistra 

Insania Press, 2004).,78. 
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b. Hendaknya manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang 

menyewa. 

c. Hendaknya manfaat itu menuntut keseriusan dan tidak main-main, 

bahkan jika perlu membutuhkan uang untuk keberhasilannya. 

Adapun syarat-syarat al- ija>rah sebagaimana yang ditulis Nasrun 

Haroen sebagai berikut:
 31

 

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama 

Syafi’iyah dan Hanabalah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh 

sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak 

kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah 

dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak 

harus mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz  

pun boleh melakukan akad al- ija>rah, hanya pengesahannya perlu 

persetujuan walinya. 

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan 

akad al- ija>rah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan 

akad ini, maka akad al- ija>rah nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah Q.S. An-Nisa: 29, yang artinya: ‚wahai orang-orang yang 

beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara 

yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama 

suka‛ 

                                                             
31 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah  (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 232-235. 

Dibandingkan dengan Sayyid Sabiq, Op. Cit., hlm. 181-182. 
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3. Manfaat yang menjadi objek al- ija>rah harus diketahui, sehingga tidak 

muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi 

objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat 

dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa 

lama manfaat itu di tangan penyewanya. 

4. Objek al- ija>rah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung 

dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa 

tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan 

dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa 

rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat 

langsung boleh ia manfaatkan. 

5. Objek al- ija>rah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh sebab itu, 

para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang 

untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh 

orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk 

dijadikan tempat-tempat maksiat. 

6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya 

menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau 

menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. 

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa-menyewa 

seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban 

penyewa itu sendiri.  
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7. Objek al- ija>rah itu merupakan suatu yang bisa disewakan seperti 

rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak 

boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang 

akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena 

pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti 

itu. 

8. Upah atau sewa dalam al- ija>rah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang 

memiliki nilai ekonomi. 

 

C. Obyek Sewa Menyewa 

Obyek sewa-menyewa adalah benda yang menyebabkan perjanjian 

sewa-menyewa terjadi. Obyek akad meliputi jasa dan upah. Perjanjian sewa-

menyewa dianggap sah jika jasa yang menjadi obyek sewa menyewa 

memenuhi syarat yang ditetapkan, yaitu:
 32 

a. Kondisi barang bersih. 

Kondisi barang bersih berarti bahwa barang yang dipersewakan bukan 

benda bernajis atau benda yang diharamkan. 

b. Dapat dimanfaatkan. 

Itu berarti pemanfaatan benda bukan untuk kebutuhan konsumsi tapi nilai 

benda tidak berkurang (permanen). 

 

 

                                                             
32 Ibid.,-226-228. 
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c. Milik orang yang melakukan akad. 

Milik orang yang melakukan akad berarti bahwa orang yang melakukan 

perjanjian sewa-menyewa atas sesuatu barang adalah pemilik sah atau 

mendapat izin pemilik barang tersebut. 

d. Mampu menyerahkan. 

Mampu menyerahkan berarti bahwa pihak yang menyewakan dapat 

menyerahkan barang yang dijadikan obyek sewa-menyewa sesuai dengan 

bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang 

kepada penyewa. 

e. Mengetahui. 

Mengetahui diartikan melihat sendiri keadaan barang baik tampilan 

maupun kekurangan yang ada. Pembayaran kedua pihak harus mengetahui 

tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.  

f. Barang yang diakadkan ada di tangan. 

Perjanjian sewa-menyewa atas suatu barang yang belum di tangan (tidak 

berada dalam penguasaan pihak yang mempersewakan) adalah dilarang 

sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai 

perjanjian. 

 

D. Jenis Sewa Menyewa 

Ulama fiqh membagi ija>rah menjadi dua bagian: 

1. ija>rah al-a’yan: terjadi sewa-menyewa tentang benda/binatang dimana 

orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa. 
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2. ija>rah al-a’mal: terjadi sewa-menyewa tentang pekerjaan/buruh dimana 

pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan. 

 

E. Uang Muka 

Uang muka (Down of Payment) dalam bahasa Arab adalah al-'urbu>n ( 

-Al-urba>n dan al .( الأزبان ) kata ini memiliki padanan kata al-urba>n . ( انعسبىن

'urbu>n secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli. Uang muka 

adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi 

pembelian; panjar; persekot.
33

  

Panjar atau panjer dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang 

atau barang dari penjual atau penyewa sebagai tanda jadi atau pengikat yang 

menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata 

pembeli membatalkan maka panjar itu tidak dapat diminta kembali. 
34

 Panjar 

diartikan sebagai hal yang dijadikan perjanjian dalam jual beli.
35

 

Secara terminologi Panjar berarti sejumlah uang yang dibayarkan 

dimuka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad dilanjutkan maka 

uang muka masuk dalam harga pembayaran. Jika tidak jadi maka menjadi 

milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu selama 

beberapa waktu.
36

 

                                                             
33

 Dagum Save. M, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Edisi kedua, cet. V, (Jakarta: LPKN, 

1997).,1161.  
34 J.C.T. Simorangkir, Dkk, Kamus Hukum. Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).,120. 
35

 Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam. (Jakarta: Darul 

Haq, 2004).,131. 
36 Ibid.,-131-132. 
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Dalam pelaksanaan sewa-menyewa tidak menutup kemungkinan 

adanya penggunaan uang muka; persekot; panjar (Down of Payment) atau 

yang dikenal dengan membayar uang sebagai tanda jadi atau pengikat yang 

menyatakan bahwa pembeli itu jadi dilaksanakan. Sering menjadi perdebatan 

di masyarakat keberadaan uang muka antara pendapat yang memperbolehkan 

dengan opini yang dianggap melarang keras karena merupakan 

perkembangan pelaksanaan riba. 

Ada sebagian masyarakat yang tidak peduli dengan konflik 

pemberlakuan uang muka dalam aktivitas bermuamalah, termasuk sewa-

menyewa. 

Adapun terminologisnya yaitu sejumlah uang yang dibayarkan 

dimuka oleh seseorang pembeli atau penyewa barang kepada si penjual. Bila 

akad itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga 

pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.
37

 

Bentuk jual-beli atau sewa-menyewa ini dapat diberi gambaran 

sebagai berikut: Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang 

pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, 

maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau 

tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. 

Atau seorang penyewa menyerahkan sejumlah uang dan 

menyatakan, ‚Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian 

                                                             
37

Abdullah al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam/ Abdullah al-Mushlih, shalah Ash-

Shawi; murajaah, tim Darul Haq; penerjemah, Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004., hal 

133.   
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dari nilai harga, dan bila tidak jadi saya ambil maka uang muka tersebut 

untukmu. Atau seorang penyewa barang dan menyerahkan satu dirham 

atau lebih kepada penjualnya, dengan ketentuan apabila si penyewa 

mengambil barang tersebut maka uang panjar tersebut dihitung 

pembayaran, dan bila gagal maka itu milik pemilik sewa. 

Imam Malik dalam al- Muwata mendefinisikan al-'urbu>n: ketika 

seorang lelaki membeli atau menyewa kendaraan dan mengatakan kepada si 

penjual atau penyewa : ‚saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat 

kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapa pun jumlah 

yang telah saya bayarkan kepada mu, terhitung sebagai bagian dari harga 

yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka, 

sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa 

adanya kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya‛. 

Dari penjelasan Imam Malik tersebut dapat kita ketahui bahwa al-

'urbu>n tidak hanya digunakan pada transaksi jual-beli, namun dapat 

dilakukan juga pada transaksi sewa-menyewa. 

Oleh karena itu ada beberapa aspeks yang dapat kita pahami dari 

beberapa definisi al-'urbu>n di atas, antara lain: 

1. Al-'urbu>n dibayarkan sebagai tanda hak yang diberikan kepada pembeli 

untuk masa tunggu, apakah akan melanjutkan atau membatalkan 

kontrak/akad. 

2. Masa tunggu ini tidak ditentukan batas waktunya.  
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3. Uang muka di anggap sebagai, pembayaran sebagian dari harga barang 

apabila pembeli ingin melanjutkan akadnya. Kalau tidak, si penjual 

boleh mengambil uang muka tersebut. 

4. Skala dari urbun sangatlah luas dan tidak hanya dilakukan pada akad 

jual beli saja. 

 

F. Jenis-Jenis Uang Muka  

1. Uang muka yang diberikan oleh pembeli kepada si penjual atau pemilik 

barang yang akan dikontrakkan, di mana apabila pembeli atau 

pengontrak melanjutkan transaksinya, uang muka tersebut adalah bagian 

dari pada harga jual. Kalau si pembeli tidak ingin melanjutkan transaksi 

tersebut maka, uang mukanya harus dikembalikan lagi kepada si 

pembeli. Semua Ulama setuju dengan urbun jenis ini. 

2. Uang muka yang diberikan kepada penjual, menjadi hak penjual, apabila 

pembeli menolak untuk melanjutkan transaksinya. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai uang muka jenis yang ke dua, 

dimana para ulama klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Shafi’i, Abdullah 

ibn Abbas, Hasan-al Basri. Al-Thawri, al-Awza’i, and al Layth ibn Sa’d, dan 

ulama kontemporer, seperti al-Shawkani, al-Siddiq Muhammad al-amin al-

darir, al-shykh mujahid al-islami-al qasimimelarang praktek ini. 

Sementara imam Hambali, Umar ibn Khattab, anaknya Abdullah, 

Ibnu Sirin, Nafi ibn al-Harith dan Zayd ibn Aslam, mendukung urbun jenis 
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ini, dimana uang muka yang diberikan kepada penjual menjadi hak milik si 

penjual apabila si pembeli membatalkan akad-jual belinya. 

 

G. Pengertian Sewa-Menyewa dengan Uang Muka 

Sewa-menyewa dengan uang muka adalah menjual barang kemudian 

calon penyewa memberikan uang kepada pihak yang mempersewakan 

dengan syarat jika jadi menyewa maka uang muka masuk dalam harga sewa. 

Jika penyewa tidak jadi menyewa maka uang muka yang telah dibayarkan 

menjadi milik penjual.
38

 Sewa-menyewa mempunyai kesamaan dengan jual 

beli dengan sistem uang muka. 

Itu berarti jual beli dengan sistem uang muka adalah penjual menjual 

barang dan pembeli memberi uang kepada penjual dengan syaratjika 

membeli maka uang muka masuk dalam harga yang harus dibayar. Jika tidak 

jadi menyewa maka sejumlah uang itu menjadi milik pemberi sewaan.
39

 

Dalam permasalah ini, para ulama berbeda pendapat : 

Pendapat pertama: Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, 

Malikiyyah, dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa jual beli atau sewa-

menyewa dengan uang muka tidak sah. Al-Khathabi menyatakan, ‚Para 

ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual-beli ini. Malik dan 

Syafi’i menyatakan ketidak sahannya, karena adanya hadits dan karena 

terdapat syarat fasad dan al-gharar. Hal ini juga termasuk dalam kategori 

                                                             
38 http:// www.al-manhaj.co.id. Akses pada sabtu, 4 juli 2015. 
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memakan harta orang lain dengan batil. Demikian juga ashhabul ra’yi 

(mazhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah.
40

 

Dasar argumentasi mereka di antaranya: hadits Amru bin Syuaib 

dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia berkata, 

ُ عَهَُْهِ  ِ صَههً اللَّه عُسْباَنِ وَهًَ زَسُىلُ اللَّه وَسَههمَ عَهْ بَُْعِ انْ  

ابهتَ ثُمه  دَ أوَْ َتََكَازَي انده عَبْ جُمُ انْ ٌَ انسه ُ أَعْهَمُ أَنْ َشَْتسَِ ََقُىلُ قاَلَ مَانِكٌ وَذَنِكَ فُِمَا وسََي وَاللَّه

 ُْ كِسَاءَ فَمَا أَعْطَ عَتَ أوَْ انْ هْ تكَُ نكََ أُعْطُِكَ دَِىاَزًا عَهًَ أوٍَِّ إِنْ تسََكْتُ انسِّ  

‚Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli 

dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, ‚Dan ini 

adalah yang kita lihat, wallahu a’lam, seseorang membeli budak 

atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, ‚Saya 

berikan kepadamu satu dinar, dengan ketentuan apabila saya gagal 

membeli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya 

berikan itu menjadi milikmu.‛
41

 

 

Maksud dari hadits di atas bahwa jenis jual-beli semacam itu 

termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan 

bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.
42

 Memakan harta orang lain 

adalah haram, sebagaimana firman Allah: 

ىَكُمْ بِانْباَطِمِ إِلاه أَن تَكُىنَ تِجَازَةً عَه تسََاضٍ  ىكُمْ  َاَ أََُّهاَ انهرَِهَ آمَىىُاْ لاَ تأَْكُهُىاْ أَمْىَانَكُمْ بَُْ مِّ

 ً  وَلاَ تَقْتهُىُاْ أوَفسَُكُمْ إِنه اّللََّ كَانَ بِكُمْ زَحُِما

‚Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

                                                             
40
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jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara 

kamu. Janganlah pula kamu membunuh dirim. Sesungguhnya 

Allah Maha Penyayang kepadamu.‛ (Qs. An-Nisa`: 29) 

 

Maksud ayat al-Qur’an di atas adalah bahwa Allah SWT. 

mengharamkan makan harta orang lain dengan cara batil. 

Dalam jual-beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang 

panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan 

salah satu pihak tidak ridha.
43

 

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak 

diketahui (khiyar al-majhul). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian 

barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga 

apabila dikatakan: Saya punya hak pilih. Kapan mau akan saya 

kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya.
44

 

Pendapat kedua: jual beli atau sewa-menyewa ini diperbolehkan. 

Pendapat ini menurut Mazhab Hambaliyyah, dan dalil tentang 

kebolehan sewa-menyewa ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa’id 

bin al-Musayyib, dan Muhammad bin Sirin.
45

 

Al-Khathabi menyatakan, ‚Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar 

bahwa beliau memperbolehkan jual-beli ini, dan juga diriwayatkan dari 

Umar. Dasar argumentasi mereka adalah: 

Pertama, hadits Nabi yang berbunyi, 
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ههُ اشْتسََي نِعُمَسَ دَازَ  جْهِ مِهْ صَفْىَانَ بْهِ أُمَُهتَ, فَإِنْ   عَهْ وَفِعِ بْهِ انحازث, أوَ انسِّ

هَُ كَرَا وَ  ٍَ عُمَسُ , وَ إِلاه فهَ  كَرَازَضِ

‚Diriwayatkan bahwa Nafi bin al-Harits pernah membelikan sebuah 

bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan 

ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak 

mendapatkan uang sekian dan sekian.‛ 

Kedua, hadits Amru bin Syuaib adalah hadits yang lemah, 

sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual-beli ini. 

Ketiga, panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu 

dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Tentu saja ia 

akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Ucapan orang yang 

mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa 

ada imbalannya adalah ucapan yang tidak sah. 

Keempat, tidak sahnya qiyas atau analogi jual-beli ini dengan al-

khiyar al-majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena 

syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. 

Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, 

dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual-beli tersebut. 

 


